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PERATURAN WALIKOTA CIREBON 

NOMOR  56 TAHUN   2011 
 

TENTANG 

 

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI 
KOTA CIREBON TAHUN 2012 – 2017 

 
         WALIKOTA CIREBON, 

 

Menimbang      :   a.  bahwa dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan  pemerintahan yang baik 
dan sesuai tuntutan reformasi, yaitu adanya 
transparansi dan akuntabilitas sebagaimana 
diamanatkan dalam Instruksi Presiden                
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun  
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan 
Korupsi Kota Cirebon; 

 

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon               
Tahun 2012-2017 dengan Peraturan Walikota 
Cirebon 
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Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang   
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4286); 

 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) 

   

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang            
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4578); 

 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesi Tahun 2007 Nomor 4737); 

 

8.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 12 Seri D Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 

 

9.  Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008            
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah                        
Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 36); 
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10.  Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Dinas-Dinas Daerah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri 
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon             
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas 
Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 
Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 37); 

 

11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri 
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011  
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah           
Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri 
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 38); 

 

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 16 seri D, Tambahan 
Lembaran Kota Cirebon Nomor 23);    
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                                            MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan      : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA 

AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI 
KOTA CIREBON TAHUN 2012 – 2017. 

 

 

Pasal 1 
 
(1) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon 

Tahun 2012–2017 merupakan dokumen penyearah implementasi 
komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka 
pemberantasan korupsi khususnya upaya pencegahan. 

 

(2) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon 
Tahun 2012–2017 terdiri dari rencana aksi peningkatan kualitas 
pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan 
sistem administrasi pemerintahan dan penetapan program dan 
wilayah bebas korupsi. 

(3) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon 
Tahun 2012–2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

 
 

            Pasal 2 
 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan 
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon               
Tahun 2012–2017 sesuai program kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (3).  
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          Pasal 3 
 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon Tahun 2012-2017 
dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 
Daerah Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Cirebon. 

 
 

                                                        Ditetapkan di Cirebon 
                                                      pada tanggal 12 Desember 2011 

 
                                                            WALIKOTA CIREBON, 

 
                                                           ttd, 

 
         S U B A R D I   

  
Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 15 Desember 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 56 


